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Abstrak

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah
menerbitkan berbagai kebijakan untuk itu. Pelayanan publik yang prima
merupakan salah satu ciri perwujudan good governance. Proses-proses
membangun pemerintahan yang baik itu memerlukan strategi, komitmen dan
keinginan para pelaku pembangunan di daerah. Para pelaku dan penentu
kebijakan di daerah haruslah menyadari bahwa keberadaan mereka merupakan
pemegang amanah dalam suatu priode waktu tertentu, sehingga harus memiliki
agenda terarah yang pasti dan realistik untuk dilakukan.

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah telah
menerbitkan berbagai kebijakan. Pada tahun 2004, melalui Inpres Nomor 5 Tahun
2004 Presiden telah mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk
melaksanakan percepatan pemberantasan korupsi, antara lain dengan mewujudkan
good governance dan meningkatkan pelayanan publik serta meniadakan pungutan
liar. Pemerintah juga telah mencanangkan tahun 2004 sebagai tahun peningkatan
pelayanan publik.*

Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintahan daerah

kota yang berada di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta telah berupaya dalam

'Lihat Sambutan Menteri PAN Faisal Tamin, dalam buku Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan
Yang Baik (Buku | Manual Praktis), Kementerian PAN dan GTZ, (Jakarta; Kementerian PAN;
2004), h.3
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meningkatkan pelayanan publik, dengan adanya program pengurusan Kartu
Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat DKI Jakarta
tidak dikenakan biaya administrasi. Ini menunjukkan upaya yang serius dalam
peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, meskipun dalam
peraktiknya di lapangan masih banyak warga masyarakat tetap membayar biaya
administrasi tersebut.’ Keadaan seperti ini terjadi karena adanya oknum aparat
pemerintahan yang tidak memiliki moral yang baik. Di samping itu dikarenakan
kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah akan tujuan otonomi daerah
serta ketidak tahuan masyarakat.

Keberadaan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia, kondisi ini
membuat pembangunan fisik DKI Jakarta mengalami perkembangan yang pesat,
seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi (dunia usaha).
Pembangunan pertokoan maupun perumahan penduduk berkembang dengan
pesat. Setiap pendirian bangunan baik bangunan untuk dunia usaha maupun
pendirian rumah penduduk harus memiliki 1zin Mendirikan Bangunan (IMB)
yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bagunan (IMB) di DKI Jakarta
diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan
Gedung, Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2006 tentang pelayanan Penerbitan
Perizinan Bangunan, peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun
2012 tentang pengenaan sanksi pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung.

Pemberian Izin Medirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu
bentuk pelayanan publik. Di samping itu IMB merupakan salah satu retribusi DKI
Jakarta yang berarti sumber pendapatan daerah®. Untuk itu perlu dilakukan
penelitian yang berjudul; “ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Mengenai
Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Mewujudkan Good
Governance (Studi di DKI Jakarta)”.

Dengan penelitian ini maka dapat diketahui bagaimana prosedur

Dwijowijoto, Riant Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan
Evaluasi, Jakarta, Gramedia, 2003, h. 54

® Reformasi Pelayanan Publik; Teori Kebijakan dan Implementasi, Bumi Aksara,
Jakarta, 2006, h. 34
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penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan, bagaimanakah kualitas pelayanan
publik dalam pengurusan IMB, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah
DKI Jakarta dalam peningkatan pelayanan publik tersebut dan hubungannya
dengan good governance, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan
masukan atau pertimbangan bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan
pelayanan publik untuk masa-masa yang akan datang dalam rangka perwujudan
tata pemerintahan yang baik.

Tuntutan masyarakat akan tegaknya sistem pemerintahan yang baik
(Good Governance) dan pemerintahan bersih (Clean Governance) sangat
ditentukan oleh ada tidaknya suatu pelayanan yang dapat memuaskan kepentingan
dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan
negara dan pemerintahan semata-mata untuk menciptakan masyarakat sejahtera
(Social Welfare) adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya
(Pasal 27, 28,29,31 dan 32).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelayanan publik berkenaan dengan pengurusan Izin
Mendirikan Bangunan di DKI Jakarta?

2. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip good governance dapat
mendorong peningkatan pelayanan publik dalam pengurusan 1zin
Mendirikan Bangunan di DKI Jakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui pelayanan publik berkenaan dengan pengurusan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DKI Jakarta.
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b.

Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dapat
mendorong peningkatan pelayanan publik dalam pengurusan IMB di
DKI Jakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a.

Manfaat Teoritis

1) Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian
selanjutnya.

2) Dapat dipergunakan untuk menambah khasanah perpustakaan

Manfaat Praktis

1) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat
yang bertempat tinggal di DKI Jakarta untuk lebih mengetahui
kualitas pelayanan publik mengenai pengurusan IMB dalam rangka
terwujudnya good governance, yang dapat digunakan sebagai
bahan acuan untuk meningkatkan SDM aparat pemerintah daerah
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di DKI Jakarta,
sehingga terwujud good governance yang dicita-citakan.

2) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah,
khususnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam hal mengambil
kebijakan yang berhubungan dengan upaya peningkatan pelayanan
publik dan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk

mewujudkan good governance.

D. Pembahasan

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Sadu Wasistiono, pelayanan publik (pelayanan umum) adalah

pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah
ataupun pihak swasta kepada masyarakat-dengan atau tanpa pembayaran guna
memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Pelayanan umum

kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma ataupun disertai dengan
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pembayaran. Pemberian pelayanan umum yang diberikan cuma-cuma sebenarnya
merupakan konpensasi dari pajak yang telah dibayar oleh masyarakat itu sendiri.
Sedangkan pemberian pelayanan umum yang disertai dengan penarikan bayaran,
penentuan tarifnya didasarkan pada harga pasar ataupun didasarkan menurut
harga yang paling terjangkau.”

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.’

2. Pelayanan Publik Di Era Reformasi

Isu global saat ini adalah good governance (tata pemerintahan yang
baik) yang digulirkan oleh negara-negara maju kepada negara-negara yang
sedang berkembang. Indonesia salah satu negara berkembang, di mana Indonesia
berbentuk Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dengan perkataan lain
Negara Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (adanya
desentralisasi). Salah satu ciri terwujudnya good governance adalah pelayanan
publik yang prima.Di era reformasi muncul keinginan-keinginan dari masyarakat
agar sistem penyelenggaraan pemerintahan kearah good governance, yang
ditandai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan

oleh unit-unit kerja atau instansi pemerintah.

3. Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik)
a. Pengertian Good Governance
Kata governance dan good governance, kita belum menemukannya
dalam kamus standar bahasa Indonesia, demikian pula pada kamus standar
Inggris Indonesia. Istilah ini berasal dari induk bahasa Eropa vyaitu latin:

gubernare yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi govern, yang berarti steer

* Sadu Wasistiono, Op. Cit., h.43

® Lihat Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003, tanggal 10 Juli 2003 tantang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Pubilik
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(menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah).
Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah to rule with authority,
atau memerintah dengan kewenangan. Good governance adalah prasyarat
penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Prinsip-Prinsip Good Governance

Secara umum dapat dikatakan bahwa Good Governance merujuk kepada
kualitas hubungan antara pemerintah dan warganya yang harus dilayani dan
dilindungi oleh pemerintah. Good governance merujuk kepada proses
pengelolaan, melalui pelibatan seluruh stake-holders, seluruh aspek kehidupan
sosial, ekonomi dan politik dari suatu negara dan dalam pemanfaatan
sumberdaya alam, keuangan, dan SDM untuk kepentingan masyarakat atas dasar
prinsip-prinsip  equality, fairness, equity, efficiency, transparansi dan
akuntabilitas.

Konsep good governance telah menjadi trend global yang akan
menggeser konsep tradisional dari pemerintahan yang melibatkan seluruh sektor
dalam masyarakat termasuk dunia swasta. Konsep unilateral pemerintahan oleh
pemerintah beralih kepada konsep multi-lateral dengan melibatkan stake holders
memiliki cirri- ciri sebagai berikut:

a. Interaksi

Akan mencakup tiga patner yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat

dengan model-model pemerintahan (governing models); co-managing,

co- steering, and co-guiding antar stake-holders dalam pengaturan
kehidupan sosial politik dan sosial-ekonomi.
b. Kominikasi

Dalam proses good governance melibatkan jaringan multi-sistem

(pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinerji untuk

menghasilkan output yang berkualitas.

c. Self enforcing processes

Sistem pemerintahan mandiri (self governing) adalah kunci untuk

mengatasi kekacauan dalam kondisi perubahan lingkungan dan dinamika

masyarakat yang tinggi.
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d. Balance of forces
Konsep good governance akan menciptakan dinamika, kesatuan dalam
kompleksitas, harmoni dan kerjasama untuk menciptakan sustainable
development, peace and justice, dan kesempatan berusaha dalam semua
sektor yang ada dalam masyarakat.

e. Interdependence
Good governance menciptakan saling ketergantungan yang dinamis
antara pemerintah, swasta dan masyarakat melalui koordinasi, fasilitasi

dan peningkatan proses governance.®

4. Asas-Asas Umum Penyelengaraan Pemerintahan
Sebelumnya asas-asas pemerintahan yang baik hanya berlaku atau
mengacu kepada keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, yang dikenal
dengan beschikking. Jika keputusan badan atau pejabat tata usaha negara
dianggap bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, maka keputusan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat digugat

ke Peradilan Tata Usaha Negara.

5. 1zin Mendirikan Bangunan (Imb) dan Good Governance
a. Asal Mula Perizinan

Antara penguasa dan masyarakat terjadi suatu hubungan timbal balik.
Pada suatu sisi masyarakat mempengaruhi penguasaan dalam menjalankan
tugasnya, pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat.
Dalam masyarakat penguasa melaksanakan aneka ragam tugas. Tugas-tugas ini
kadangkala dibedakan dalam tugas-tugas mengatur dan tugas-tugas mengurus
(ordenende en verzor gende take). Tugas-tugas mengatur penguasa, terutama
menyangkut peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para warga, contoh
mengenai hal ini ialah keterlibatan penguasa dalam perkembangan tata ruang.

Dalam rangka tugas-tugas mengatur, penguasa memerintah dan

® Qentarto SM, | Made Suwandi dan Dodi Riyadmadji, Menggagas Format
Otonomi Daerah Masa Depan, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2004), h.60-61
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melarang dan melahirkan sistem-sistem perizinan.’
b. Pengertian Izin

Dalam suatu negara hukum modern, di mana pemerintah ikut campur
dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka kepada administrasi negara
diberikan tugas yang semakin luas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka pemerintah selalu aktif dalam
penyelenggaraan kepentingan umum (public service).

Secara umum perbuatan pemerintah (overheids handeling) dapat dibagi
ke dalam 2 (dua) jenis perbuatan yaitu perbuatan hukum dan perbuatan non
hukum. Dalam lapangan hukum administrasi negara hanya meninjau perbuatan
pemerintah yang bersifat publiek-rechtelijk yaitu hukum yang mengatur
perbuatan hukum yang bersifat mengatur dan memelihara kepentingan-
kepentingan umum (publik). Dalam hal ini perbuatan pemerintah tersebut akan
membawa akibat hukum secara langung, contohnya peresmian-peresmian proyek

pemerintah.

c. lzin Mendirikan Bagunan (IMB)
Pemerintah menggunakan instrumen izin sebagai sarana yuridis untuk
mengendalikan tingkah laku warganya yang tujuannya dapat berupa:®
1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan-“sturen”) aktivitas-aktivitas
tertentu misalnya izin bangunan.
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan, misalnya perizinan lingkungan.
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu misalnya izin membongkar
monumen-monumen.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit, misalnya izin penghunian di
daerah padat penduduk.

Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perumahan dan

" N.M.Spelt & J.B.J.M. Ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar
Hukum Perizinan (Utrecht; Desember, 1991), h.1

8 Spelt.N.M. dan Ten Berge dalam Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan (Medan:Pustaka
Bangsa Press, 2003), h.178
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permukiman baik untuk kepentingan pribadi, sosial maupun umum, dapat dibagi
dalam 3 (tiga) sasaran yaitu:®
1. lzin yang berkaitan dengan penetapan lokasi investasi dan perolehan tanah
atau yang disebut dengan izin lokasi.
2. lzin yang berkaitan dengan rencana pengembangan kualitas ruang atau
yang disebut dengan surat persetujuan site plan.
3. lzin yang berkaitan dengan pengembangan tata bangunan atau yang

disebut dengan izin mendirikan bangunan.

6. Pelayanan lzin Membangun Bagi Pemerintah Daerah dalam
Era Otonomi Daerah
Di dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, telah digariskan bahwa keterpaduan sistem penyelenggaraan
pelayanan melalui jaringan informasi on-line harus dikembangkan dengan
penyediaan data dan informasi sehinga penyelenggaraan pelayanan dapat
dilakukan secara tepat, akurat dan aman.
Dalam hal ini ada 4 (empat) kondisi yang memacu arah perbaikan mutu
pelayanan masyarakat, yaitu:

a. Lingkungan yang berkembang dan tuntutan masyarakat juga meningkat
seiring dengan kondisi dan kwalitas hidup masyarakat.

b. Kuatnya sector swasta mencari lokasi tempat usaha (gedung) untuk
merebut pangsa pasar di dalam memasarkan produk barang dan jasanya di
suatu wilayah.

c. Perkembangan teknologi yang dapat memeberikan layanan terbaik dengn
komunikasi yang lebih luas dan mudah.

d. Tuntutan masyarakat yang semakin besar untuk memperoleh layanan
public yang berkwalitas, efisien dan efektif.

Dalam hal ini ada beberapa pemikiran, anatara lain:

® Ibid., h.179-180
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a. Banyaknya rekomendasi dan izin yang harus dipenuhi untuk memperoleh
IMB, seperti untuk membangun lokasi usaha, maka diperlukan
rekomendasi AMDAL, dinas tata ruang dan lain sebagainya.

b. Belum adanya system pelayanan satu atap secara menyeluruh, baik
mengenai personilnya, kantor/tempat pelayanannya, peralatan dan lain

sebagainya.

7. Pelayanan  publik berkenaan dengan pengurusan lzin
Mendirikan Bangunan di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat Kkhususnya di bidang pelayanan perizinan Kkhususnya Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) melalui sistem pelayanan satu atap. Model
pelayanan satu atap ini akan dilaksanakan di tingkat kotamadya yakni di kantor
Wali Kota. Dengan sistem pelayanan satu atap diyakini akan mempermudah
masyarakat mengurus perizinan.

Pengurusan IMB berlaku untuk semua bangunan yang akan didirikan.
Untuk mendapatkan IMB, masyarakat (pemohon) wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas
melalui Suku Dinas/ Seksi PPK Kecamatan dengan mengisi formulir yang
tersedia dan melampirkan persyaratan yangtelah ditentukan tergantung dari

kateogri bangunan yang akan didirikan. Waktu penyelesaian permohonan.

8. Penerapan prinsip-prinsip good governance dapat mendorong
peningkatan pelayanan publik dalam pengurusan lIzin
Mendirikan Bangunan di DKI Jakarta.

Negara terbentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat (teori due

contract social'®), untuk membentuk kekuasaan untuk dapat menghentikan
kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Dari kekuasaan yang

diberikan pada negara tersebut Negara mempunyai kekuasaan dan wewenang

10 Soeharjo, llmu Negara (Semarang : dahara prize, 1994) hal 7
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untuk'*: mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosisal,
yakni yang bertentangan satu sama lain yang menjadi antagonis yang
membahayakan dan Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan
golongan-golongan kearah tercapainya tujuan masyarakat secara keseluruhan.
Negara menentukan bagaimana Kkegiatan asosiasi-asosiasi masyarakat
disesuaikan satu-sama lain dan diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.Due
contract social di Indonesia terjadi untuk mengusir penjajahan di Bumi
Nusantara, adanya rasa senasib dan sepenanggungan antar wilayah
membangkitkan rasa kebersamaan untuk mencapai kemerdekaan. Dan
selanjutnya setelah mencapai kemerdekaan maka tujuan kontrak sosial
berkembang menjadi pencapaian cita-cita bangsa Indonesia dan tujuan
nasional.Pembagian kekuasaan negara yang ada di Indonesia terbagi dalam
beberapa fungsi lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dibidang eksekutif
fungsinya dijalankan oleh lembaga kepresidenan, yang ditingkat Daerah
dijalankan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang mengepalai Pemerintah
Daerah.

Pembagian kekuasaan negara yang ada di Indonesia terbagi dalam
beberapa fungsi lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dibidang eksekutif
fungsinya dijalankan oleh lembaga kepresidenan, yang ditingkat Daerah
dijalankan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang mengepalai Pemerintah
Daerah.

Pemerintah daerah sebagai Badan Tata Usaha Negara, dan orang-orang
yang menjabat didalamnya adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang
menjalankan fungsi pemerintahan di daerah masing-masing dengan berdasarkan
pada kewenangan yang diberikan kepada Daerah. Dasar kewenangan tersebut
adalah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah. Pemerintah Daerah DKI Jakarta bertugas menyelenggarakan
Pemerintahan dengan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan undang-
undang yang berlaku. Termasuk diantaranya adalah kewenangan memberikan

ljin IMB vyang pelaksanaannya harus tunduk pada berbagai peraturan

! Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik (Gramedia : Jakarta, 1986) hal 39
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perundangan yan berlaku termasuk Peraturan Daerah Kabupaen Sukamara
Tentang ljin Mendirikan Bangunan. Dengan demikian penyelenggaraan
Implementasi penerbitan IMB di DKI Jakarta berlandaskan ada peraturan
perundang-undangan terkait.

Penyelenggaraan pemerintahan pada kenyataan memiliki banyak ragam
serta tingkat kerumitannya tergantung pada jenis dan jenjang pemerintahan yang
di jabat. Dalam hal ini adalah penyelengaraan pemerintahan oleh Pemerintah
DKI Jakarta Kkhususnya dalam pemberian Ijin IMB.Berbicara mengenai
penyelenggaraan pemerintahan yang baik memang menyulitkan mengingat
tidak adanya peraturan hukum yang secara eksplisit menyatakan tentang
penyelenggaraan yang baik. Namun juga harus memperhatikan Asas-asas umum
pemerintahan yang baik tersebut sebagai ukuran standard penyelenggaraan
pemerintah yang baik khususnya dalam penerbita ijin IMB di DKI Jakarta.

Istilah asas-asas umum pemerintahan Indonesia yang adil belum pernah
dirumuskan secara formal dalam bentuk tertulis dan sangat jarang atau bahkan
belum pernah ditemukan secara eksplisit tertulis dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia. Namun apabila dilacak penjabarannya akan ditemukan
bermacam-macam bentuk implementasi dari asas-asas umum pemerintahan
yang adil itu. Asas-asas itu secara materiil banyak ditemukan berserakan
diberbagai peraturan perundang-undangan Indonesia dan yurisprudensi. Karena
itu asas-asas yang telah dijabarkan tersebut tidak saja memiliki daya mengikat
secara moral dan doktrinal,"® bahkan mempunyai kekuatan mengikat secara
yuridis. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai sumber hukum administrasi

formal.

E. Kesimpulan
1. Pelayanan publik berkenaan dengan pengurusan lzin Mendirikan
Bangunan di DKI Jakarta. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan lzin

Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu DKI

12 SF. Marbun dan Moch. Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.
(Yogyakarta: Liberty, 1987)
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Jakarta yang dilihat dari tingkat efektivitas yang ditunjukkan oleh tingkat
pencapaian target penerima retribusi IMB sudah optimal. Sedangkan tingkat
efisiensi ditunjukkan adanya kepastian atau jaminan biaya pelayanan, namun
dari segi waktu penyelesaian pelayanan masih sering tidak sesuai yang
disebabkan terutama oleh aspek teknis. Proses implementasi kebijakan
pelayanan IMB di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) DKI Jakarta
dilihat dari aspek: komunikasi (antara penyelenggara kebijakan dengan
kelompok sasaran), sumberdaya (ketersediaan dan ketercukupan SDM dan
sumberdaya finansial), disposisi (kesediaan dan komitmen pelaksana
kebijakan), struktur birokrasi (mekanisme dan struktur organisasi
pelaksana/pembagian tugas dan tanggung jawab). Dari empat aspek tersebut
yang terindikasi belum optimal adalah aspek sumberdaya yaitu sumber daya
manusia yakni tenaga kerja yang dirasakan masih kurang memadai baik dari
segi kuantitas maupun kualitas.

2. Penerapan prinsip-prinsip good governance dapat mendorong
peningkatan pelayanan publik dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di
DKI Jakarta.

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengurusan IMB
di DKI Jakarta, belum dapat diterapkan secara keseluruhan dari prinsip good
governance yang ada. Misalnya saja prinsip partisipasi belum dapat
diterapkan secara maksimal, demikian juga halnya dengan prinsip-prinsip

good governance yang lain belum dapat diterapkan secara optimal.

F. Saran

1. Perlu ditingkatkan semua aspek-aspek penting dalam rangka
implementasi kebijakan pelayanan IMB secara efektif, masih perlu ditingkatkan
ke arah yang lebih baik lagi, baik aspek komunikasi, disposisi, struktur
birokrasi, dan terutama aspek sumberdaya manusia.

2. Untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam
pengurusan mengenai IMB, harus ada sosialisasi kepada masyarakat dan

kepada petugas pelayanan publik, sehingga ada pemahaman yang baik sesuai
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dengan prinsip good governance yang sesungguhnya
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